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DPRD Kota Yogyakarta Desak Reformasi Total Tata Kelola dan Kinerja OPD

‘sasi

YOGYA (KR) - Capaian
opini Wajar Tanpa Penge-
cualian (WTP) atas Lapo-
ran Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Kota
Yogyakarta Tahun Angga-
ran 2025 menjadi atensi
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota
Yogyakarta. Melalui Panitia
Khusus (Pansus) Laporan
Keterangan Pertanggung-
jawaban (LKPJ), lembaga
dewan tersebut menyeru-
kan reformasi mendalam
terhadap tata kelola dan
kinerja perangkat daerah

Langkah tegas ini di-
ambil untuk

LAMPAUI OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
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Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Yogyakarta, Marwoto Hadi.

Serapan anggaran saat ini

masih berorientasi pada

output administratif, sehi-

ngga belum mencerminkan

solusi nyata atas dinamika
u

kualitas pembangunan de-
ngan capaian administratif,
menyusul adanya ‘jurang’
evaluasi antara raihan opini
WTP dari BPK RI dengan
realitas permasalahan di
lapangan.

Ketua Pansus LKPJ
DPRD Kota Yogyakarta
Marwoto Hadi, menyebut
meski Pemerintah Kota
Yogyakarta berhasil mem-
pertahankan predikat WTP
atas laporan keuangan
namun pihaknya menilai
dokumen pertanggung-
jawaban Walikota Tahun
Anggaran 2025 tersebut
masih terjebak pada fungsi
administratif dan belum
menyentuh substansi per-
masalahan warga.

Menurut Marwoto Hadi,
dalam nota rekomendasi
yang telah ia sampaikan
dalam rapat paripurna
pekan lalu, pihaknya
menyoroti bahwa serapan
anggaran yang tinggi belum
tentu berbanding lurus
dengan kualitas belanja
yang optimal,

“Kami melihat laporan
ini belum sepenuhnya
menjadi instrumen evaluasi

berbasis hasil (outcome). |

sosial di " ujar
Marwoto Hadi.

Pansus mengidentifi-
kasi adanya pola permasa-
lahan yang cenderung
berulang. Hal ini ditengarai
akibat lemahnya kemampu-
an antisipatif perangkat
daerah serta tindak lanjut
rekomendasi tahun-tahun
sebelumnya yang dinilai
tidak berjalan efektif.

Sorotan Sektor
Fundamental; Sampah
hingga Pendidikan

DPRD memberikan
catatan kritis pada sejumlah
sektor yang bersentuhan
langsung dengan hajat
hidup orang banyak. Pada
aspek darurat sampah dan
tata ruang, pihaknya men-
dorong penyusunan grand
design pengelolaan sam-
pah berbasis sumber dan
penegakan hukum tata ru-
ang yang tanpa pandang
bulu.

Kemudian aspek pendi-
dikan, Marwoto menegas-
kan perlunya pengawasan
ketat terhadap kasus pena-
hanan ijazah dan tungga-
kan SPP, serta perluasan

kuota afirmasi bagi warga dinas terkait.
asli Yogyakarta. Sedang-
kan aspek kesehatan, ke-
terbatasan fasilitas labora-
torium daerah dan lemah-
nya publikasi layanan pu-
blik menjadi poin yan:
harus segera dibenahi oleh

Digitalisasi Aset dan
Disiplin Biokrasi

Sebelumnya, dalam ra-
pat kerja bersama Organi-

Perangkat Daerah
(OPD), Pansus juga mem-
perketat pengawasan ter-
kait tata kelola aset.
Marwoto menegaskan bah-
wa disiplin pencatatan aset
adalah indikator utama tata
kelola pemerintahan yang
bersih.

Menanggapi hal terse-
but, Dinas Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) kini®
tengah mengembangkan
fitur kontrol otomatis pada
aplikasi Simbada. Sistem
ini dirancang untuk men-
deteksi anomali data seca-
ra real-time, guna memas-
tikan akurasi laporan keua-
ngan dan meminimalisir
temuan berulang terkait
administrasi barang milik
daerah.

Di sektor pelayanan,
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP)

. diminta mengurai sumba-

tan izin reklame dan bangu-
nan demi menjaga iklim
investasi. Sementara Din-
dukcapil memastikan verifi-
kasi data ganda NIK terus

Rapat pembahasan Pansus LKPJ DPRD Kota Yogyakarta.

berjalan dengan tetap
memprioritaskan perlindu-
ngan data pribadi. y

Evaluasi BUMD dan
Persiapan UU HKPD
2027

Sektor usaha daerah
juga tak luput dari bidikan.
Pansus merekomendasi-
kan agar penyertaan modal
kepada BUMD waijib ber-
basis kinerja. dan rencana
bisnis yang terukur.

Bank BPD DIY menda-
pat apresiasi atas capaian
modal yang melampaui tar-
get. Kemudian PDAM Tirta-
marta dan Jogjatama
Vishesha (XT Square) dido-

tang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
(UU HKPD) pada tahun
2027 mendatang.

Harapan Dampak Nyata

DPRD berharap melalui
rekomendasi tajam ini,
Pemerintah Kota Yogya-
karta tidak lagi berpuas diri
hanya dengan predikat
WTP di atas kertas. Seluruh
perangkat daerah kini di-
wajibkan menyusun renca-
na aksi terukur untuk me-
mastikan setiap rupiah dari
modal daerah memberikan
dampak nyata bagi pening-
katan layanan publik dan

rong inovasi
bisnis agar aset yang
dikelola lebih produktif bagi
Pendapatan Asli Daerah
(PAD).

Reformasi tata kelola ini
dipandang krusial sebagai
langkah persiapan me-
nyongsong implementasi
penuh Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2022 ten-

aan ekonomi
lokal.

“Penguatan sistem digi-
tal dan optimalisasi aset
bukan sekadar urusan ad-
ministratif, melainkan lang-
kah strategis untuk memas-
tikan masyarakat merasa-
kan dampak pembangunan
yang lebih nyata,” tutup
Marwoto. (Dhi)
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